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:Balai Besar Penelitian dan Pengem-
bangan Tanaman Obat dan Obat
Tradisonal Tawangmangu, JI. Raya
Lawu No. 11 Desa Kalisoro, Persil 14
Kecamatan Tawangmangu, Kabupat-
en Karanganyar, Jawa Tengah.

Alamat
laboraturium

Nama :Nuning Rahmawati, MSc, Apt
Penanggung

jawab

NIP : 198209152006042003

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanaman papaver, ganja dan koka tersebut di
atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

2. Harus mematuhi Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua per-
aturan pelaksanaannya:

3. Melaksanakan penanaman, penyimpanan, dan
penggunaan sesuai ketentuan peraturan perun-
dangundangan;

4. Setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan men-
girimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direk-
tur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehat-
an dengan tembusan kepada Kepala Badan Pene-
litian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KEDUA:
lzin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke-
satu berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

KETIGA:

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/
SK/Iil/2012 tentang lzin Memperoleh, Menanam, Me-
nyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja
dan Koka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEEMPAT:
Keputusan Menteri ini rmulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

(BN

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
'DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 24 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 dan Pasal 17A ayat (6) Peraturan Presiden No-
mor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Per-
aturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang. Jami-
nan Kesehatan periu menetépkan Peraturan Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata
Cara Pendaftaran Dan Pembayaran luran Bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pe-
kerja;
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Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44586);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pres-
iden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jami-
nan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peny-
elenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMI-
NAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jami-

nan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa per-
lindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind-
ungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese-
hatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemeriﬁtah
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2.

10.

(1}

(2)

(3)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-
an yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan
adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny-
elenggarakan program Jaminan Kesehatan.

luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang
yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk prb-
gram Jaminan Kesehatan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang as-
ing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang
yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaf-
tarkan dinl menjadi Peserta BPJS Kesehatan bu-
kan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah atau
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang men-
jadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya dising-
kat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indo-
nesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data ten-
tang nama, susunan dan hubungan dalam kelu-
arga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat
KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai
buktt diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

BAB ||
PENDAFTARAN PESERTA

Pasai 2
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
wajib mendaftarkan dirinya dan anggota kelu-
arganya sebagai Peserta Program Jaminan Kes-
ehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 1
Januari 2010.
Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi seluruh anggota keluarga seb-
agaimana terdaftar pada KK.
Anggota keluarga yang terdaftar pada KK seb-
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(4)

{5)

(6)

(1)

{2)

Te ~o2 a0 o0

agaimana dimaksud pada ayat (2} sekurang-

kurangnya terdiri atas:

a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan/
atau

b. anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat
yang sah dari Peserta.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan oleh salah satu anggota keluarga

yang terdaftar dalam KK. :

Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam KK

yang berhalangan mendaftarkan dirinya karena

alasan yang sah, pendaftaran dapat dilakukan

oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangku-

tan, dengan melampirkan surat kuasa.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan memilih kelas perawatan

yang sama.

Pasal 3
Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja dilakukan den-
gan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formu-
lir DIP) yang memuat paling sedikit:
nomor KK;
NIK masing-masing anggota keluarga;
nama lengkap;
tempat tanggal lahir;
jenis kelamin;
status perkawinan;
alamat sesuai KTP;
alamat penagihan;
nomor telephone;

j-  kewarganegaraan;

k. iuran yang dibayar;

I alamat e-mail;

m. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan

n. pernyataan persetujuan membayar iuran per-
tama paling cepat 14 (empat belas) hari kalen-
der setelah menerima nomor virtual account
untuk mendapatkan hak manfaat jaminan kes-
ehatan dan membayar iuran bulan selanjutnya
selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) se-
tiap bulan.

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima

Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Kantor Cabang atau Kantor Layanan Opera-
sional_ Kabupaten/Kota atau unit pelayanan
lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;

b. website BPJS Kesehatan; atau

c. bank atau pihak lain yang bekerjasama den-
gan BPJS Kesehatan.

Pasal 4
Pendaftaran Peserta- Pekerja Bukan Penerima

Upah dan Peseria Bukan Pekeija yang dilakukan me-
lalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional
Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang diten-
tukan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {2} huruf a dilakukan dengan cara:

a.

menyerahkan Formuiir DIP yang telah diisi secara
lengkap dan benar;

menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto terbaru
berwarna ukuran 3 x 4 cm untuk setiap Peserta;
memperlihatkan dokumen pendukung sebagai
berikut:

1. asli KTP dan KK;

~ 2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja yang diter-

bitkan instansi yang berwenang bagi Warga
Negara Asing; dan
3. nomor rekening bank yang tercantum pada
halaman pertama buku tabungan, bagi Peser-
ta yang memilih manfaat perawatan kelas |
dan kelas Il.
menandatangani
syarat dan ketentuan yang berlaku.

persetujuan untuk mematuhi

Pasal 5
Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima

Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan me-
lalut website BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a.

mengisi Formulir DIP elektronik yang memuat
daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat {1); '
mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk se-
tiap Peserta; dan
membubuhkan

persetujuan untuk mematuhi

syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima




a.

(1

(2)

4)

(5)

(6)
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Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukar; me-
lalui bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan cara:

mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk se-

tiap Peserta;

memperlihatkan dokumen pendukung sebagai

berikut:

1. asli KTP dan KK;

2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja yang diter-
bitkan instansi yang berwenang bagi Warga
Negara Asing; dan

3. nomor rekening bank yang tercantum pada
halaman pertama buku tabungan bagi Peserta
yang memilih manfaat perawatan kelas | dan
kelas Il.

membubuhkan persetujuén untuk mematubhi

syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Setelah menerima formulir DIP yang telah diisi
lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehat-
an memberikan nomor virtual account.
Peserta menandatangani pernyataan persetujuan
untuk meiakukan pembayaran iuran pertama me-
lalui nomer virtual account paling cepat 14 (em-
pat belas) hari kalender setelah nomer virtual ac-
count diterima.
BPJS Kesehatan melakukan proses:
a. administrasi kepesertaan;’
b. verifikasi data kependudukan;
c. penyiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta-

ma; dan
d. penerbitan kartu Peserta.
Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) tidak berjalan sebagaimana mestinya,
kembali
calon Peserta untuk melengkapi data yang dibu-
tuhkan. '
Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-
laksanakan dalam Waktu 14 (empat belas) hari
kalender.

BPJS Kesehatan akan menghubungi

Setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} huruf a, huruf b, dan huruf ¢ selesai dilak-

sanakan, Peserta melakukan pembayaran iuran’

pertama melalui nomor virtual account.

(7)

(@)

(9)

Setelah Peserta melakukan ‘pembayaran iuran
pertama, Peserta dapat mengambil kartu Peserta.
Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ selesai
dilaksanakan pada hari libur maka pembayaran
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
pengambilan kartu Peserta sebagaimana dimak-
sud pada ayat (7) dilakukan pada hari kerja beri-
kutnya.

Pembayaran iuran sebagaimana. dimaksud pada
ayat (6) dilakukan paling sedikit untuk 1 (satu)
bulan dimuka.

{10)Bagi Peserta yang telah memiliki nomor rekening

(1)

(2)

(3)

{4)

(5)

(6)

Bank, pembayaran iuran sebagakmana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan melalui mekanisme
autodebet.

'(11)Jaminan Pelayanan Kesehatan hanya dapat di-

berikah setelah peserta melakukan pembayaran
iuran pertama.

Pasal 8

Peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan

bayi yang akan dilahirkannya, sebagai Peserta.

Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jan-

tung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan
dengan melampirkan surat keterangan dokter. '

Pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan :

a. memilih kelas perawatan yang sama dengan
Peserta yang merupakan ibu dari bayi dalam
kandungan; il

b. mencantumkan data sesuai dengan identitas
Peserta yang merupakan ibu dan bayi dalam
kandungan;

c. mengisi data NIK dengan data nomor KK
orang tuanya; dan

d. mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tang-
gal pada saat bayi didaftarkan.

Pembayaran iuran pertama dari bayi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah

bayi dilahirkan dalam keadaan hidup.

Jaminan pelayanan kesehatan dan bayi seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak

iuran pertama dibayar.

Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud pada ayat
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{1)

{1) tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 (em-
pat belas) hari sebelum dilahirkan, berlaku tata
cara pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal
3 dan Pasal 7.

Setelah bayi sebagairﬁana dimaksud pada ayat
(1) dilahirkan, Peserta wajib melakukan peruba-
han Qata bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah kelahiran.

Pasal 9

Pembayaran iuran pertama sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 7 ayat (6] dapat segera dilaku-

kan setelah memperoleh virtual account, bagi :

a. kayi baru lahir yang merupakan anak dari
Peserta PBl yang didaftarkan sebagai Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas
111;

b. bayi baru lahir yang merupakan anak dari pen-
duduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Dae-
rah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dengan hak manfaat pelayanan di rua‘ng
perawatan Kelas Ili;

c. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
ditetapkan oleh Menteri Sosial dan telah di-
daftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan
dengan hak manfaat pelayanan di ruang per-
awatan Kelas llI; atau

d. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Peker-
ja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan dengan hak manfaat peiayanan di
ruang perawatan Kelas lll dengan menunjuk-
kan surat rekomendasi dari Dinas Sosial se-
tempat sebagai orang tidak mampu dan/atau
keterangan lain yang dibutuhkan.

Ketentuan mengenai keterangan lain yang dibu-

tuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kes-

ehatan.

Pasal 10
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peser-
ta Bukan Pekerja waijib melaporkan kepada BPJS
Kesehatan setiap terjadi perubahan data Peserta
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atau anggota keluarganya paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak terjadinya perubahan.

(2} Perubahan data Peserta atau anggota keluarganya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. alamat rumah; dan
b. jumlah anggota keluarga.

BAB Hi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Badan Peny-
elenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini, maka Per-
aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-
sehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Ber-
ita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1718) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelengga-
ra Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatan-
nya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2015
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,
ttd.
FACHMI IDRIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 634
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